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Perizinan Usaha

Risiko Berbasis

- Dinilai Belum Efektif

Dari total 65 ]uta unlt usaha mikro, kecil, dan menengah d1 Indonesla baru. 1.9 Juta
pelaku UMKM vang sudah memiliki nomor induk berusaha.

JAKARTA, KOMPAS — Implemen-
tasi sistem perizinan usaha ber-
basis risiko atau OSS-RBA vang
sudah berjalan setahun terakhir
dinilai belum efektif. Sejumlah
kendala mempersulit urusan
perizinan, khususnya bagi pela-
ku usaha berskala mikro dan
kecil. Kementerian Investasi
pun diminta untuk membenahi
implementasi sistem OSS . di
berbagai daerah.

Berdasarkan data Kemente-
rian Investasi/Badan Koordina-
si Penanaman Modal (BKPM),

sampai 15 September 2022 pu- .,

kul 1100, sebanyak 1.959.530
nomor induk berusaha (NIB)
telah terbit di seluruh Indo-
nesia melalui sistem OSS-RBA
(Online Single Submission
Risk-Based Approach) yang di-
dominasi 98 persen pelaku usa-
ha mikro kecil (UMK) dan 2
persen pelaku usaha menengah
dan besar.

Anggota Komisi VI Dewan
Perwakilan Rakyat,, Darmadi
Durianto, mengatakan, jumlah
itu masih jauh dari estimasi
total 6547 juta unit usaha mik-
ro, kecil, dan meénengah (UM-
KM) yang ada di Indonesia.
Baru-baru ini Presiden Joko
Widodo meminta target jumlah
penerbitan NIB bagi pelaku
UMKM dapat ditingkatkan
menjadi 100.000 per hari.

”Ada gap atau selisih yang
besar antara jumlah pelaku
UMKM yang ada dan yang su-
dah terdaftar mendapatkan
NIB,” kata Darmadi dalam ra-
pat dengar pendapat antara Ke-
menterian Inyestasi/BKPM
dan Komisi VI DPR di Kom-
pleks Parlemen, Senayan, Ja-
karta, Senin (19/9/2022).

Ta mencontohkan, di daerah
pemilihannya di DKI Jakarta,
masih banyak pelakua usaha

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
dalam Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) merupakan pengelompokan aktivitas
ekonomi yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa
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berskala mikro yang kesulitan
mendaftarkan diri ke sistem
berbasis daring karena belum
terbiasa. Untuk mengurus per-
izinan, pelaku usaha juga perlu
mengetahui status kode KBLI
(Klasifikasi Baku' Lapangan
Usaha Indonesia) atau jenis ak-
tivitas usaha yang dijalankan.
»Ttu baru di Jakarta, apalagi
di daerah lain. Saat ini sudah
terdaftar nyaris 2 juta UMK, itu
pun kemungkinan sebagian be-
sar bukan usaha mikro, tetapi
kecil dan menengah.” ujarnya.
Senada dengan hal itu, Wakil
Ketua Komisi VI DPR Sarmuji
mengatakan, kualitas pelayan-
an perizinan usaha dengan sis-
tem OSS belum berlaku setara
di semua daerah. Pertama, tidak
semua pemerintah daerah siap

Modal

mengimplementasikan sistem
OSS yang baru dengan adanya
perubahan regulasi, persyarat-
an, dan nomenklatur perizinan
usaha setelah berlakunya Un-
dang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.

Kedua, masih ada indikasi
perbedaan’ perlakuan layanan
terhadap pelaku usaha mikro
dan kecil dengan menengah dan
besar. “Tidak semua direspons
dengan baik. Seolah-olah kalau
tidak punya kedekatan dan ti-
dak kenal dengan petugas di
daerah urusannya lebih sulit,”
ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris
Jenderal Asosiasi UMKM In-
donesia (Akumindo) Edy Mi-
sero menilai, salah satu faktor
yang menghambat pengurusan
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izin usaha di skala mikro dan
kecil adalah belum jelasnya
manfaat bagi pelaku UMK ber-
sangkutan setelah mengurus
NIB. Ada anggapan yang ber-
edar bahwa NIB tidak banyak
membantu para pengusaha ke-
cil untuk mengakses fasilitas
berusaha yang dibutuhkan.

”Setelah dapat NIB, berikut-
nya apa? Harapan pelaku UMK
itu, jika sudah punya NIB, ada
fasilitas tertentu yang bisa
memudahkan urusan usaha.
Misalnya, komitmen atau ja-
minan untuk akses pasar dan
permodalan. Ttu yang menurut
saya ‘harus diperjelas,” Kkata
Edy.

Lantaran nilai guna atau uti-
litas yang dirasa tidak signifikan
itu, belum banyak pelaku UMK
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